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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi, perlu melaksanakan
pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan
di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi perlu adanya pedoman
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
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Mengingat

Menetapkan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Pedoman Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1915);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi
serta mengantisipasi permasalahan yang timbul
dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan
sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana
dan standar.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen
yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program
atau kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan
rencana yang ditetapkan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah /lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran
dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Pusat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi yang selanjutnya
disebut DAK Fisik Afirmasi, adalah dana yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan di daerah tertinggal,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

daerah perbatasan, pulau kecil terluar dan kawasan
transmigrasi dan seluruh daerah di provinsi papua dan
papua barat.

Masukan adalah sumber daya dalam bentuk personil dan
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, serta
bahan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran.
Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program mengacu pada sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.

Dampak adalah perubahan jangka panjang pada
masyarakat yang ingin dituju sebagai akibat dari
pelaksanaan pembangunan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur.

Indikator Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif atau
kualitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat
pencapaian suatu program/kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa
jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang
diharapkan.

Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan
dicapai bila keluaran dapat diselesaikan tepat waktu,
tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan
optimal.

Daftar Simak adalah dokumen yang digunakan sebagai
panduan untuk Pemantauan dan Evaluasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
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perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

Pasal 2
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi digunakan untuk
menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemantauan dan
Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian.
Ruang lingkup Pedoman Pemantauan dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. strategi dan sasaran;
b. pelaksana Pemantauan dan Evaluasi;
c. tata cara Pemantauan dan Evaluasi; dan

d. tindak lanjut dan pelaporan.

BAB II
STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 3
Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan
Program dan Kegiatan Kementerian dilakukan dengan
strategi sebagai berikut:
a. generik dan fleksibel;
b. koordinasi internal dan mandiri;
c. observasi dan pengamatan;
d. Dberorientasi kepada perubahan;
e. objektif dan akuntabel; dan
f.  reguler dan berjenjang.
Ketentuan mengenai rincian strategi pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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